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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Perusahaan pelayaran 

Dasar hukum dari perusahaan pelayaran adalah peraturan pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, sedangkan perusahaan pelayaran 

diselenggarakan atas kepentingan umum agar terjamin penyelenggaraan 

pemuatan dan pembongkaran barang dalam kegiatan angkutan laut. 

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, 

berbentuk perusahaan Negara persero, Perseorangan terbatas (PT), 

Perseorangan Comanditer (CV) dan lain- lain yang melakukan usaha jasa 

dalam bidang penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut 

muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal 

(muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar) baik didalam negeri maupun luar 

negeri. (Suwarno, 2011). 

 

2.2 Pengertian Agen 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2008 Tentang Pelayaran BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7, Agen 

Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional 

yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk 

oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya 

selama berada di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 11 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan 

Keagenan Kapal Usaha Keagenan Kapal ada1ah kegiatan usaha untuk 
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mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan atau kapal 

perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. 

2.3 Pengertian Pelabuhan  

Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, 

tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan 

dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat 

kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai 

tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar 

muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan 

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan 

antar moda transportasi. 

Pelabuhan Menurut Bambang Triatmodjo (2010:3) adalah daerah 

perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan 

fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk 

bongkar muat barang, krankran (crane) untuk bongkar muat barang, gudang 

laut (transit) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar 

muatannya,dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam 

waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau 

pengapalan. 

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap 

gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga 

dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (crane) 

untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat dimana 

penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang 

dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama 

menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini 

dilengkapi dengan jalan kereta api dan/atau jalan raya. (Perencanaan 

Pelabuhan, Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo, 2009). Macam-macam 

Pelabuhan: 
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1. Pelabuhan Umum  

Pelabuhan ini diselenggarakan untuk kepentingan palayanan 

masyarakat umum, yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya 

diberikan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud 

tersebut. Di indonesia, dibentuk empat badan usaha milik negara yang 

berwenang mengelola pelabuhan umum diusahakan, yaitu PT. Pelindo I 

berkedudukan di Medan, PT. Pelindo II di Jakarta, PT. Pelindo III di 

Surabaya dan PT. Pelindo IV di Ujung Pandang. Pelabuhan pada 

perencaaan ini masuk pada kawasan operasi PT. Pelindo IV, Ujung 

Pandang, sebagai pelabuhan umum.  

2. Pelabuhan Khusus  

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk 

kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan hanya 

digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu dan dengan 

ijin khusus dari Pemerintah. Pelabuhan ini dibangun oleh suatu perusahaan 

baik pemerintah ataupun swasta yang digunakan untuk mengirim hasil 

produksi perusahaan tersebut, salah satu contoh adalah Pelabuhan CPO 

Kabil, PT. MC Dermoot, PT. Profab Indonesia dan lain-lain. 

3. Pelabuhan Barang  

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan 

fasilitas untuk bongkar muat barang, seperti:  

1) Dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang kapal 

sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini disebabkan oleh 

proses bongkar muat barang melalui bagian depan maupun belakang 

kapal dan juga di bagian tengah kapal.  

2) Pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup lebar, 

untuk keperluan bongkar muat barang, yang berfungsi untuk 

mempersiapkan barang yang akan dimuat di kapal, maupun barang 

yang akan di bongkar dari kapal dengan menggunakan kran. Bentuk 



12 

 

  
 

halaman dermaga ini beranekaragam tergantung pada jenis muatan yang 

ada, seperti :  

a. Barang-barang potongan (general cargo), yaitu barang yang dikirim 

dalam bentuk satuan seperti mobil, truk, mesin, serta barang yang 

dibungkus dalam peti, karung, drum dan lain sebagainya.  

b. Muatan lepas (bulk cargo), yaitu barang yang dimuat tanpa 

pembungkus, seperti batu bara, biji besi, minyak dan lain 

sebagainya. 

c. Peti kemas (Container), yaitu peti yang ukurannya telah 

distandarisasi dan teratur yang berfungsi sebagai pembungkus 

barang-barang yang dikirim.  

d. Mempunyai transito dibelakang halaman dermaga  

e. Memiliki akses jalan maupun halaman untuk 

pengambilan/pemasukan barang dari gudang maupun menuju 

gudang, serta adanya fasilitas reparasi.  

4. Pelabuhan Penumpang  

Seperti halnya pelabuhan barang, pelabuhan penumpang juga 

melayani bongkar muat barang, namun pada pelabuhan penumpang, 

barang yang dibongkar cenderung lebih sedikit. Pelabuhan penumpang, 

lebih melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang 

bepergian, oleh karena itu daerah belakang dermaga lebih difungsikan 

sebagai stasiun/terminal penumpang yang dilengkapi dengan kantor 

imigrasi, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran dan lain 

sebagainya.  

5. Pelabuhan Campuran  

Pelabuhan campuran ini lebih diutamakan untuk keperluan 

penumpang dan barang, sedangkan untuk minyak masih menggunakan 

pipa pengalir. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan kecil atau 

pelabuhan yang masih berada dalam taraf perkembangan.  
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6. Pelabuhan Minyak  

Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani aktivitas 

pasokan minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari keperluan umum 

sebagai salah satu faktor keamanan. Pelabuhan ini juga biasanya tidak 

memerlukan dermaga/pangkalan yang harus dapat menampung muatan 

vertikal yang besar, karena cukup dengan membuat jembatan perancah 

atau tambatan yang lebih menjorok ke laut serta dilengkapi dengan pipa-

pipa penyalur yang diletakkan persis dibawah jembatan, terkecuali pada 

pipa yang berada di dekat kapal harus diletakkan diatas jembatan guna 

memudahkan penyambungan pipa menuju kapal. Pelabuhan ini juga 

dilengkapi dengan penambat tambahan untuk mencegah kapal bergerak 

pada saat penyaluran minyak.  

7. Pelabuhan Ikan  

Pelabuhan ini lebih difungsikan untuk mengakomodasi para 

nelayan. Biasanya pelabuhan ini dilengkapi dengan pasa lelang, alat 

pengawet, persediaan bahan bakar, hingga tempat yang cukup luas untuk 

perawatan alat penangkap ikan. Pelabuhan ini tidak membutuhkan 

perairan yang dalam, karena kapal penambat yang digunakan oleh para 

nelayan tidaklah besar.  

8. Pelabuhan Militer  

Pelabuhan ini lebih cenderung digunakan untuk aktivitas militer. 

Pelabuhan ini memiliki daerah perairan yang cukup luas serta letak tempat 

bongkar muat yang terpisah dan memiliki letak yang agak berjauhan. 

Pelabuhan ini berfungsi untuk mengakomodasi aktifitas kapal perang. 

a. Pelayanan kapal 

1. Jasa labuh 

Jasa labuh dikenakan terhadap kapal yang menggunakan 

perairan. Tarif jasa labuh didasarkan pada gross register ton dari 

kapal yang dihitung per 10 hari. 
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2. Jasa tambat 

Setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan indonesia dan 

sedang melakukan kegiatan, kecuali kapal perang dan kapal 

pemerintah indonesia, akan dikenakan jasa tambat.  

3. Jasa pemanduan 

Setiap kapal berukuran tonase kotor GRT 500 atau lebih yang 

berlayar dalam perairan pelabuhan waktu masuk, keluar atau pindah 

tambatan wajib mempergunakan pandu. 

4. Jasa tunda 

Melihat terbatasnya kemampuan mesin kapal, kepadatan lalu-

lintas, arus, cuaca, kedalaman serta luas alur/kolam, dan kemampuan 

gerak kapal, apabila kapal hendak masuk dan sandar di kolam 

pelabuhan harus mempergunakan kapal tunda. Demi keselamatan 

kapal yang berolah gerak dalam perairan pelabuhan, kapal harus 

mempergunakan kapal tunda. 

A. Fungsi Pelabuhan 

  Fungsi pelabuhan secara umum paling tidak ada empat yaitu : 

a. Tempat pertemuan (  inter face ) 

 Pelabuhan merupakan tempat pertemuan dua moda transportasi 

utama, yaitu darat dan laut serta berkepentingan yang saling berkait. 

Barang-barang yang diangkut dengan kapal laut akan dibongkar dan 

dipindahkan ke angkutan darat seperti truk atau kereta api. Dan, 

sebaliknya, barang-barang yang diangkut dengan truk atau kereta api di 

pelabuhan dibongkar dan dimuat ke kapal. 

b. Gapura ( gate way ) 

 Pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu 

negara. Warga negara dan barang-barang dari negara asing yang 

memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu negara akan melewati 

pelabuhan tersebut. Sebagai pintu gerbang negara, citra negara sangat 

ditentukan oleh baiknya pelayanan, kelancaran serta kebersihan di 
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pelabuhan tersebut. Pelayanan dan kebersihan di pelabuhan merupakan 

cerminan negara yang bersangkutan. 

c. Entitas industri 

 Dengan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor maka 

fungsi pelabuhan sangat penting. Dengan adanya pelabuhan, hal itu 

akan memudahkan industri untuk mengirim produknya dan 

mendatangkan bahan baku. Dengan demikian, pelabuhan berkembang 

menjadi suatu jenis industri sendiri yang menjadi ajang bisnis berbagai 

jenis usaha, mulai transportasi, perbankan, perusahaan leasing peralatan 

dan sebagainya. 

d. Mata rantai transportasi 

 Pelabuhan merupakan bagian dari rantai transportasi. Di 

pelabuhan, berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Pelabuhan 

laut merupakan salah satu titik dari mata rantai angkutan darat dengan 

angkutan laut. Orang dan barang yang diangkut dengan kereta api bisa 

diangkut mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut. 

Oleh karena itu, akses jalan mobil, rel kereta api, jalur dari dan ke 

bandara udara sangatlah penting bagi suatu pelabuhan.  

 

2.4 Pengertian Zona Perdagangan Bebas / Free Trade Zone (FTZ) 

Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia / Indonesian Free Trade Zone 

adalah sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam 

wilayah Indonesia yang diperlakukan kebijakan melalui penghapusan atas 

rejim bea dan cukai berikut halangan non-tarif Serta pajak pada perdagangan 

Internasional dalam hal kepabean diberlakukan sama sebagaimana produk 

sektor produksi lokal bilamana dijual di dalam negeri kebijakan ini berguna 

untuk mengurangi atau menghilangkan keseluruhan hambatan perdagangan 

dimana barang dapat mendarat, masuk, ditangani, diproduksi atau dilakukan 

penjualan ulang, dan direekspor tanpa intervensi kepabean hanya berlaku 

pada perdagangan internasional. 
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Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas: 

Adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari 

pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan Cukai.  

Adapun fungsi dari kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

tertuang pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 

tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang penetapan peraturan 

pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai tempat 

untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, 

pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan 

telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. 

1. Dasar hukum Zona Perdagangan Bebas / Free Trade Zone (FTZ) 

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775 ) 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 

Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata 

Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta 

Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17) 
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c. Peraturan Menteri Keuangan 47/PMK.04/2012 tentang Tatalaksana 

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang 

Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai 

d. Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan 

Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan 

Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas 

e. Peraturan Menteri Keuangan 62/PMK.04/2012 tentang Tatacara 

Pengawasan Pengadministrasian Pembayaran Serta Pelunasan Pajak 

Pertambahan Nilai Dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

Atas Pengeluaran Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau 

Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah 

Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak 

Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 

Ke Kawasan Bebas. 


